
DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA1AKARTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 3o r-aurrtr p2e

TENTANG

PENETAPAN PRIAI}AT PEMBUAT KOMITMEN (PPK),
PEJABAT PENGADAAN (PP), PF,.IABAT PEMERIKSA HASIL PEKEf,JAAN (PJPHP),

PANITIA PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN (PPHP)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILINCiNG

DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2O2O

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang a

b

bahwa dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan
ketentuan Pasal 8 Peraturan presiden Nomor 16 Tahun 2olg

bahwa sesuai surat usulan Direktur Rumah Sakit Umum

c
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Mengingat I Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2OO7 tentang
Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Peraturan Pemerintah Nomor
Pengelolaan Keuangan Daerah;

12 Tahun 2019 tentang

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1 Tahun 20 I 1

tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2OO7 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jalarta;

Peraturan Gubemur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem
dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun
2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor
142 Tahun 2013 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Gubemur Nomor 162 Tahun 20 13 tentang
Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Gubemur Nomor 278 Tahun 2016 tentang
Organisasi dan Tata Ke4'a Dinas Kesehatan;

11. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 1677 Tahun 2019 tentang Penyesuaian Klasifikasi
RSUD Kelas D menjadi RSUD Kelas C;

MEMUTUSI(AN:

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PENETAPAN PEJABAT
PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENGADAAN, PEJABAT
PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN (PJPHP}, PANITIA PEMERIKSA
HASIL PEKERJAAN (PPHP) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
CILINCING DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2020.
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Menetapkan



KESATU

KEDUA

KETiGA

l_letaqan Pejabat Pembuat Komitmen (ppK), pejabat pengadaan
!pp), Pejabat Pemeriksa Hasil pek;rJa; ipjpup), -panitia
Pemeriksa Hasil Peke4'aan (ppHp) numafr Sakit Umum Daerah
Cilincing, yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Surat Keputusan ini.

Tugas Pokok Pejabat pembuat Komitmen (ppK) sebagaimana
dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :

10.
11.
12.

menyusun perencanaan pengadaan;
menetapkan spesifikasi teknis / Kerangka Acuan Keqa (KAK) ;menetapkan rancangan kontrak;
menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HpS);
menetapkan besaran uang muka yang akal dibayarkan
kepada Penyedia;
mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
menetapkan tim pendukung;
menetapkan tim atau tenaga ahli;
melaksanakan E-purcha"sing untuk nilai paling sedikit di atas
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiafrl;
menetapkan Surat Penunjukan penyedia Barang/Jasa;
mengendalikan Kontrak;
melaporkan pelalsanaan dan penyelesaian kegiatan kepada
Pengguna-Anggaran (pA) / Kuasa pengguna anggaran (XFn) ;menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegratan L.pra"
Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa pengguna enggaran 1kee1dengan berita acara penyerahan;
menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen
pelaksanaan kegiatan;
menilai kinerja Penyedia;
selairr melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, pejabat
Pembuat Komitmen (PPK) melaksanakan tugas pelimpahan
kewenalgan dari Pengguna Anggaran (pA)/ Kuasa pengguna
Anggaran (KPA), meliputi :

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran
anggaran belanja; dan

b. mengadakan dan menetapkan peqjanjian dengan pihal
lain da_lam batas anggaran belanja yang telah
ditetapkan;

Pejabat Pembuat Komitmen (ppK) dalam melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud dapat dibantu oleh pengelola
Pengadaan Barang/Jasa;
Pejabat Pembuat Komitmen (ppK) melakukan pemeriksaan
terhadap barang/jasa yang diserahkan; dan
Pejabat Pembuat Komitmen (ppK) dan penyedia
menandatangani Berita Acara Serah Terima.

13.

t4.

15.
16.

17.

18.

19.

Tlrgas Pokok Pejabat pengadaan (pp) dalam pengadaan
Barang/Jasa sebagaimana dimaksud da-lam diktum XESatU
sebagai berikut :

1. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan
Langsung;

2. melaksanakan persiapan dan pelal<sanaan penunjukan
langsung untuk pengadaan Barang/pekeq.aan
Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

1

2,
3,
4.
5.

6.
7.
8.
9.
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KEEMPAT

KELIMA

3. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan
Langsung untuk pengadaa Jasa Konsultansi yang bernitai

" palj".C banya.k Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan4. T"l1!.tlk , Dpurcho"sing yang bernilii paling 6ilr"u
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

IreS: lotot Pejabat p_elneriksa Hasil pekerjaan (SpHp) danPanitia Pemeriksa Hasil pekerjaan (ppHp) sebaglimana dimaksud
dalam diktum KESATU sebagai berikut ..' '

l.

Jasa Konsurtansi r..co'00b11-,ifi#*"Jlliilr'*,"$:l
^ Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan2. Panitia Pemeriksa Hasil pekerl'aa" lenifel memiliki tugasmemeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan

Barang/ Pekeqaan Konstrul si/Jasa Lai.rry" yar.rg bemilaipaling sedikit di atas Rp200.000.000,00 
-(dua 

,:atus iut"rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling sedikit di
atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah[.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Jch\r"Fi ao 2-o

\xeenle DrNAS KESEHATAN.DAERAH 
KHUSUS IBUKOTA

I

UTI
NrP. 196406299a91220

I

Tembusan :

l. Gubemur Provinsi DKI Jakarta;
2. Wakil Gubemur provinsi DKI Jakarta;
3. Sekretaris Daerah prorrinsi DKI Jalarta;
4. Para Asisten Sekretaris Daerah provinsi DKI Jakarta;

nan Daerah provinsi DKI Jakarta;
ovinsi DKI Jakarta;
rovinsi DKI Jakarta;9. Kepa_la Badan pe

10. Kepala Badan pe 
I Jakarta;I 1 . Pejabat Pembuat Dinas

12. ah Sakit Umum Daerah Cilincing

umah Sakit Umum Daerah Cilincing Dinas

ah Sakit Umum Daerah Cilincing
;
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15. pekerjaan Rumah Sakit Umum Daerah Cilincing
16. si DKI Jakarta;

Kesehatan provinsi DKI .[i]?l,sakit 
Umum Daerah cilincing Dinas

17' Bendahara Pengeluaran pembantu Rumah Sakit Umum Daerah c incingDinas Kesehatan provinsi DKI Jakarta.



PENETAPAN PUABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK),
PEJABAT PENGADAAN (PP), PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKEiJAAN (PJPHP),

PANITIA PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN (PPHP)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILINCING

DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2O2O

l,ampiran 1 : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Ja]<arta.Nomor : !o taxuu zoaeTanggal : z Jcr|\rari r!c,1o

t reear-a DrNAS KESEHATAN
IDAERAH KHUSUS IBUKOTA

WID AS

NO NAMA NIP JABATAN PENGADAAN
1 ADra. Nora S 196509251996032002 ba Pe b Komia t m uat ntme2 amidah maw tiH Rah a FS arm t 198 1060s20080 12026 aanabatdr. li Rahmawati 197707092006042003

PHbaa t Pem kerl HSA s1i1 Peke aan4 dr.Lia Winarti 1981 1018201ro12007 tia erikPan1 Pem Hsa as Peke aan PP H5 a, AmdYeni Yusnita Lumban 197312231998032005 Panitia Pemeriksa Hasil PPHaan6 Rahmat Eko Mu1 i, Amd.Rad 197204t 12008011018 tia Peme ksa Hasil Pek PPHIPan r1 aan

NrP 19640629 t989122001
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